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PERATURAN DAERAH PROVINS! MALUKU

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| Menimbang

DA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa sebagai warga negara, perempuan dan
anak berhak memperoleh perlindungan atas
sefiap tindakan kekerasan yang dilakukan
terhadapnya yang dapat menimbulkan korban
fisik maﬁpun psikhis, sebagai bagian dari
pengakuan dan penégakan Hak Asasi Manusia;
bahwa periindungan bagi perempuan dan anak,
korban kekeraéan adalah  upaya uniuk
memberikan rasa aman dan bebas dari segala
perbuatan  kekerasan yang dijamin oleh
Pancasila sebagai falsafah negara, Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertingqi
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dalam negara maupun berbagai peraturan
perundang—uhdangan lainnya;

bahwa walaupun perlindungan  terhadap
perempuan dan anak korban kekerassan dan
penyelenggaraannya, telah diatur dalam
berbagai  peraturan  perundang-undangan
sebagai wujud penegakan MHak Asasi Manusia,
namun dalam kenyataannya di Provinsi Maluku
hingga -saat ini, intensitas kekerasan vang
mengakibatkan korban di pihak perempuan dan
anak cukup tinggi, dan berbagal upaya
perlindungannya menjadi terhambat karena
tidak jelas prosedur dan  mekanisme
penyelenggaraannya;

bahwa pemerintah termasuk pemerintah
daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosal
dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya
mempunyal tanggung jawab untuk mencegah
dan melindungi perempuan dan anak korban
kékerasaan sesual  ketentuan perundang
undangan yang berlaku ;

bahwa berdasarkan lefak geografis -Provinsi
Maluku yang berbasis Kepulauan,
menysbabkan perempuan dan anak yang
menjadi  korban kekerasan sulit mengakses

layanan yang berhak diperolehnya;
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hahwa | berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut pada huruf g, huruf b,
huruf ¢, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi
Maluku,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958
te_nténg Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
79, fam"bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1617);

Qndang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Téhun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Repub_!ik Indonesia Nomor 3039);
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Apak  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3143},

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan
Terhadap

Segala Bentuk  Diskriminasi
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Perempuan (Convention On The Elimination Of
All Forms of Discrimination Againts Women
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3668);
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan fLO Convention Minimum age for
Adrnission to Employment { Konvensi 1LO
Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan
Bekerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989, Nomor 56, Tambahan l.embaran
Negara Repubfik Indonesai, Nomor 3835);
Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 185,
_ Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3886);
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
' Pengesahan /LO Convention  Nomor 182
Concerning the Probibition and immediate
action for the Eliminaticn of the worst forms of
child fabour (Konvensi ILO 182 mengenai
pelarangan dan tindakan segera penghapusan
bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2000, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3941);

10,
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Undang Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
indonesia Momor 4235);

Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 95, Tambghan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 123,
Tambghan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4437);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbéngan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang Undang Nomor13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Ssksi dan Korban (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tzhun 2006 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635);
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Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangarn
Orang (Lembaran Negara Republix Indonesia
Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4318},

Peraturan Pemerintan Nomor 4 Tabun 2008
Tentang Penyelenggaraan dan Keriasama
Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik :[ﬁdonesia Nomor 4604});
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
‘fentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi Dan __Pemerintahan Daerai
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
indonasia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Menetapkan-

18.
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2008 Nomor 20,  Tambahan Lembagaran
Negara Republik indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan
Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Barang;

Dengan Persefujuan Bersama

. PERATURAN

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAAN.

- ;_QEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSIMALUXU

dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

- DAERAH TENTANG

BAB i _
KETENTUAN uMuM
Pasal 1

S ';E_}a}am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Daerah adafah Daerah Provinsi Matuku;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah

Provinsi Maluky; sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah

Daerah;
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Gubernur adalah Gubernur Maluku;

Dewan Perwakilan Rakyat Daersh disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
-Bekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pravinsi Maluki:

Penyelenggaraan adalah segala_tindakan yang dilakukan oleh -
lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang melipu_ti:_'
pencegahan, perlindungan dan pemulihan kepada korban -

kekerasan perempuan dan anak. -

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) -
tahun, dan belum kawin, fermasuk anak yang . masih ada ‘di -

dalam kandungan;

Perempuan adalah setiap orang yang secara physik dilahirkan
sebagai perempuan;

Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami

kesengsaraan dan atay penderitaan baik langsung matipun fidak
langsung sebagal akibat dari suatuy perbuatan kekerasan;
Pencegahan adalah segaia upaya yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah maupun non  pemetintah yarg ‘dityjukan  untuk
memberikan rasa aman kepéda perempuan dan anak.
Perlindungan é'dalah segala " upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa anian kepada korban yang dilakukan oleh
pemerintah, keluarga, advokat, lembaga sosial atau lembaga
kemasyarakatan lainnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau
pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan atau
penstapan pengadilan, sehubungan dengan tindakan kekerasan
terhadap anak dan perempuan

Pe;rl-lndungan Anak adalah segala kegiatan yang d;!akukan untuk
menjamm .dan melsndungl anak dan hak- haknya agar dapat
hidﬁp tumbuh berkembang, dan berpart:mpass secara optimal

sua.i' dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

périmdungan dari kekerasan dan dlknmmaSI

erhndungan Perempuan adaiah segala keglatan yang dilakukan

untuk menjamm dan melandungl perempuan dan hak- haknya agar
dapat hldup, tumbuh, berkembang, dan berpartnsupasa secara
optimél sesuai dengan hak dan martabat kemanusman serta

dapat perhndungan dan kekerasan dan d!krtm;nas:
gsaraan . adalah setrap perbuaian yang berak;bat atau
'.at.mengak!batkan pendentaan baik ps;khns fs1k seksual

konomz sosial terhadap korban

Ker:erasan fisik adalah setlap perbuatan yang mengaklbatkan
résa saktt cedera iuka atau ~cacat pada tubuh seseorang,

:." - gugumya kaﬂdungan pingsan dan atau menyebabkan ‘Kematian;

. Kekerasan psikhis adalah perbuatan yang mengakibatkan
' ketakutan, hﬂangnya Tasa percaya diri, hﬂangnya kemampuan
. untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis

berat pada perempuan dan atau anal;

Kekerasaan seksuai adalah setlap perbuatan berupa pelecehan
seksua! pemaksaan hubungan seksuai dengan orang !am unfuk

) ‘tuguan komersial dan atau tu;uan tertentu

Pelayanan adaiah tmdakan yang dnakukan sesegera mungkm
kepada korban, ketrka me!rhat mendengar dan mengetahm akan
sedang atau setelah terjadinya kekerasaan terhad__ap ko;ba_n_
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10 ak’ untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

enghérgaan terhadap pendapat perempuan dan anak

19. P‘éndéfhping adalah orang'ata'u '!embaga yang mempunyai
. '!an'dan kesetaraan gender:

kemampuan relakukan pendampmgan korban untuk melakukan
‘konseling, terap, Iayanan hukum dan advoka3| guha penguatan erimdungaﬁ korban,
pemuhhan korban,

20. Lembaga Peri:n_dungah Perempunan dan Anak adalah lembaga
: ' Pasal 3

penyedia layanan tefhadap korban kekérasah, y‘a'ng' berbasis .
ujuan"'penyeleﬂggaraan perfindungan perempuan dan anak kerban

rumah sakit, dikelola secara bérsama-sama dalam bentuk

& ésan adatah

pe{ayanan medls (termasuk medicoiega!) plsko-sosml dan . . ) |
| - amin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak sesual

pelayanan hukum
'an ‘perundang- undangan yang berlaku;

21. Rumah Aman adalah tempat tingga! sementara yang digunakan ' 7
cegah dan mehndung: persmpunan dan anak terhadap

untuk membenkan perhndungan terhadap perempuan dan anak

‘korban sesuai dengan standar operasmnal prosedur atau kgr_gsa_ﬂ; L
LG méﬁd‘orbng masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam

pencegahan dan perhndungan terhadap perempuan dan anak
' ua: ketentuan perundang-undangan vang L berlaku
mtmhkan korban akibat tindak kekerasan yang dialami.

_ _disingkat SOP yang ditentukan;
22. Ma_s'ya;akat adalah perseorangan, keluaiga, kelompok,
organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan fain,

_ BAB 1 -
AZAS, DASAR DAN TUJUAN  BAB W
- | | HAK-HAK KORBAN

'Pa§ai 2

Pasal 4

rban berhak mendapatkan :

. "Per!mdungan dari plhak keluarga, kepolisian, kejaksaan pengadilan,
| bantuan hukum, Iembaga sosial, atau pihak lamnya balk sementara
"E:maupun berdasarkan peneiapan perintah perlmdungan dari

'Perhndungan perempuan dan atau anak dilakukan  berdasaskan
'Pancasﬂa Undang Undang Dasar Negara Repubhk !ndones;a Tahun
1945, serta pnnszp-prmsap dan hak dasar sebagaimana dlatur dalam

Konvensn perempuan dan anak yang meiiputl _
. pengadilan;

a. penghormatan hak asasi manusia; 2 ‘
. - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

b. non—dlskrlmrna31 _
C. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan atau anak;
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- Pasal 7
gan kerahasiaan korbar

antuan hukum pada sefj
dengan ketentuan peratys,

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan b
tingkat proses pemeriksaan sesuaj
p'érundang—undangan; dan

e. Pelayanan bimbingan rohani.

,"Pehcegahan'p erlindungan dan pemulhan perempuan dan anak korban
'kékéféié.aan menjadi  kewajiban pemerintah daerah, perorangan,
':-:'.-k'é'\'uérg'a" masyarakat, organisasi sosial - dan atau organisasi
| ".'Rér:hésy'arakatan lainnya sesuai kefentuan perundang-undangan yang
- bertaku.
Pasal &§

Dalam hal terjadi tindakan kekerasan,
mendapatkan peﬁdampingan baik secara ps

Pasal 8

sefiap  korban berhg 1'L!ﬁtuk membantu mengkoordinir _ tugas dan tanggung- jawab

kologis maupun hu
serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan den

statushya sebagai isteﬁ, ibu, anak, énggota keluarga maupun seba
- @nggota masyarakat,

) pemerintah. daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7,
'g"pem'erintah daerah  membentuk . Lembaga. Perlindungan
-*#‘e’rempuan dan Anak. : N

5} -Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di ibu

L KeE i i iputi seluruh  Provinsi
' ' insi, dengan wilayah kerja meiiputi selu _
BAB v -.Kota Provinsi (91 |
PENQEG - FERLWF}UEAN‘ DAN " HLHAN P’éda Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku . dibentuk
Bagian Pertama B

L . . dan Anak.
: - Lembaga Perlindungan Perempuan .
Tanggung Jaw_ab Fencegahan dan Perlindungan Ay "f;"'embentukan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di
' ' LR . jawab Pemerintah
) . aefia bupaten/Kota menjadi tangqung jawa
Pasal & ~ -setiap Kabup
Pemerintah Daerah  dan Semua pihak yang melaksanakan tug
per!fndun_gan perempuan dan anak di ?rov«'nsf 'Mé
secars ter_us mene'rljs, penegakan hak peremp

uan dan anak sesu
Peraturan Daerah inj, termasuk upaya harmonisasi dengan ketentua
hukum lainnya. ' .

- Daersh Kabupaten/Kota: .

i '.';Sé!'ain -ditingkat Provinsi, - Kabupaten dan Kota, Le_‘n"tbaga
oy i mendorry '.".'-"F’:e-r!iﬁdungan Perempuan dan Anak .dapat dibentuk ditingkat
:.' I' 'Kécamatan hingga ketingkat NegerifDesa atau Kelurahan sesuai

::kebutuhan.
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). Ketua Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Lembaga
- Perimdungan Perempuan dan Anak diangkat untuk satu periode
'kepengurusan dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu

Pasal 9

(1) Anggota Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingka
" ‘Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari unsur F’emenntah Daerah :
Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit, dan
Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan Lembaga
Bantuan Hukum.

beri_ode berikutnya.

e Pasal 11
% Hubungan kerja antara Lembaga Perlindungan Perempuan dan

l Sy i sional dan
(2) Anggota Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak fingkat ' Anak dengan pemerintah daerah adalah hubungan fung

Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,
Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh masyarakat
dan Lembaga Bantuan Hukum.
_ (3) Anggota Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tangkat
# Kecamatan sekurang- -kurangnya terdiri darl unsur Pemerintah
: Kecamatan, ' Kepolisian, Rumah SakitPuskesmas, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Bantuan
Hukum. '

- 'tldak bersifat hubungan struktural.

"‘I"Dalam hubungan yang bersifat fungsional sebagaimana dimaksud
. 'pada' ayat {1} masing-masing kepengurusan sesuai tlngkatanhya
g dapat_melakukan kordinasi dalam pelaksanaan tugas.

LR Pasai 12 |
.5;'-'{-;'ubuﬁgan dan mekanisme  kerja Le’m’baga Perlindungan
derempuan dan Anak  untuk semua tingkatan ditetapkan oleh
Gdbernur untuk Provinsi dengan Peraturan Gubernur dan untuk
_._Kabupaten!Kota dengan Peraturan BupatiWalikota. | |

VZIHubungan dan mekanisme Kkerja  Lembaga Periihdu’ngan
#erempuan dan Anak untuk Kecamatan, Negen[DesaiKelurahan
‘"Q:'afau sebutan lainnya  ditetapkan  dengan Peraturan

- - BupatitWalikota.

- Pasal 10

1) Pengurus Lembaga Periindungari  Perempuan dan  Anak-

' sekurang—kurangnya terdiri - dari seorang Ketua, seorang Waidil
Ketua, seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan bidang-bidang
sesuai kebutuhan, ' , |

(2) Masa jabatan pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan
Anakc adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya
sebagaf pengurus.




Bagian Kedua
Tugas Dan Tanggung Jawah

: » mefipud -
berhub Ungan' dengan_ o turan Perundang undangan yang
. B NaK . kewajiban
perlindungan Perempuan dan anak- 4an,  pencegahan dan
b, . ' :
melakukan monitoring terhadap kasys

terjadi atas perempuan dan anajc

&  mensosialisasi berbagai pers

kasus kekerasaan yang

_ Pasal 15
in "rjg_an. dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada

éhga;jﬁkah‘ permchonan kepada instansi atau pihak yang
nang -untuk mengeluarkan penetapan atau keputusan
furigan'bagi perempuan dan atau anak korban kekerasan;

' physik maupun psichis korban;
ukan .- pelayanan secara  khusus

asigan korban; _
akukan  pendampingan dan pembelaan- hukum pada setiap

berkaitan dengan

nemeriksaan perkara, jika perkara tersebut dituntut secara
fse'_suai_ ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
kukan pelayanan bimbingan rohani sesuai agama yang dianut

orban;.
e!ékukén—.pemberdayaan ekonomi sesuai bidang yang diminati

ban; . .
sasm yang bervenang sesuai ketentuan perundang undangan

?“.Qi.t, be'r'!aku, menempatkan perempuan dan anak Korban

_-éra'san- ‘pada rumah aman atau rumah aman sementara yang

'i_iéﬁ'ap-kan untuk tujuan perlindungan. .

' -':'éiginl tiigas dan tanggung jawab pencegahan, perlindungan dan
"gén%ulihan, maka dalam hai terjadinya kekerasaan dalam rumah
' téhgga, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dapat
rr's_':lengupayakan langkah-langkah berupa penyelesaian diantara

- suami isteri dan atau korban lain.
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Pasal 16 R |
‘mekanisme pelaksanaan iugas sesuai ketenfuan

dangiundangan yang berlaku dan kondisi masyarakat

pasal 15 diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya ce§

aman, empati, non diskriminasi dan tetap menjamin kerahasia
korban,

ndar’ 6perasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat

.a'ﬁ_kan_dengan Peraturan Gubernur.

BAB Wi

Pasal 17
PENDANAAN

(1} Dalam  melaksanakan fugasnya, Lembaga Perlindung

_ Pasal - 18

f_ri.i'ntah Daerah Provinsi, . Kabupaten dan Kota  wajib
éﬂiakaﬁ_ anggaran seliap tahun . melalui Anggaran
en épatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
a sumber pendapatan dasrah iamnya uniuk memblayal

dlmaksud pada ayat (1) diatur lebih- lanjut dengan Peratura
Gubemnur dan atau Peraturan BupatiiWalikota,

empuan dan anak korban kekerasan.
e_rigefto!éan anggaran bagi kegiatan pencegahan, perindungan

i pemulihan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada
BAR Vv -pemu p puan o it sud.p

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCEGAHAN,
FERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN PEREMPUAN DAN .'

‘t.:_('.t)‘_ dilakukan sesual ketentuan perundang undangan yang

ATAU ANAK KORBAN KEKERASAN BAB Vil
PENGAWASA N
Pasal 18 Pasal 20

fénQaWasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan
leh pemerintah daerah danfatau masyarakat sesuai kelentuan

érundang-undangan yang beriaiu.
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"';—lambatnya dalam jangka wakiu 6 (enam) bulen setetan

BAB vii | i

SANKSI kéh’nya ‘Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Propins

';;néa'jib melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah

Pasal 21 é’t’eéﬁbe‘ca dan memfasilitasi Lembaga Perlindungan
asa

Pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak  yang
melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanks
administartif sesyai dengan standar operasional prosedur yang
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan atay Bupati/Walikota,

p"uar} dan Anak untuk membentuk Lembaga Pe,eri'sndungan
m'pdén dan Anak pada semua tingkatan sesuai ketentuan
{alam dalam Peraturan Daerah ini.

gaiaz'ij?;t:u lembaga pengelola, pemberdayéan, pencegalran
b -péflihd_ungan pérempuan dan anak yang dibentuk sebelum
| éﬁyé'Peraturan'Daerah ini, setambat—se!amatnyz-? sjatu tahun
ah ~diundangkannya  Peraturan Daerah ini,  harus
éh;fé'sﬁaikan dengan Peraturan Daerah ini  serta keteniuan

Pasal 22
Pelang'garan atas ketentuan Peraturan Daerah ini yang bersifat pidan_a,ﬁ
difuntut sesuai ketentuan perundangl-und'angan yang beriaku.

ndang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
L BAB X

Pasal 23 KETENTUAN PENUTUP
(1) Untuk pertama kalinya képengurusan Lembaga “Perlindungan’
~ Perempuan dan Anak uniuk fingkat Provinsi ditetapkan dengan
Keputusan Gubemnur dengan memperhatikan ketentuan-

Pasal 24
ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini serta usul, saran dan pendapat dari
berbagai lembaga atau badan yang berkerja dibidang pengelolaan,

pemberdayaan, pencegahan dan perlindungan perempuan dan .
anak korban kekerasan. -~ - '

axfl'fyzéhg belum diatur datam Peraturan Daerah ini, sepanjang
e i ran
é'ngenai teknik pelaksanaannya akan diatur dengan Peratura
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU
NOMOR 02 TAHUN 2012
. TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DI MALUKU

Pasal 25 :
Peraturan Daerah ini beriaku pada tanggal diundangkan

Agar i

:n dsetlap orang  dapat mengetativinya,  memerintahkar
pengundangan Peraturan Daerah inj dengan penermpatannya dala
L.embaran Daerah Propinsi Maluku. i

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2012

GUBERNUR MALUKG,
T ala_m almea keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1845
- - , ‘takan bahwa “--- Negara melindungi  segenap bangsa
KAREL ALBER
TRALAHALU onessa dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 20 Juni 2012 T ,jukan kese;ahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

i'kut melaksanakan keterttban dunia yang berdasarkan

SRKRETARIS DAERAH MALUKU, rdekaan perdamtan abadl dan keadﬂan sos;al ------- dstnya”.
TTD ”,_ dem!ksan negara lndone&a mempunyas fungss dan

Mn. ROSA FELISTAS FAR-FAR :gu"s_:tu,uan melindungi segenap bangsa indonesaa dan seiuruh
pah - darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

erdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
_'yang berdasarkan kemerdekaan perdamian abadi dan

E .
L MBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 02

n sosna!
'rangka mencapa! salah satu fungsi negara yaitu mefindungi

genap_'bangsa indonesia, telah daiakukan berbagai langkah
1damg_;normatzf dan penegakannya untuk melindungi warga
iermasuk perempuan dan atau anak. Impiementasa dari

pérlindungan anak dan atau perempuan tersebut telah
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diiakukan oleh pemerintah melalui  diundangkannya berbaga
ketentuan perundang undangan diantaranya UUD 1945, Undang

ara empirik, salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam
es pencegahan dan perfindungan perampuan dan atau anak
Undang Nomor 6 Tahun 1974 fentang Ketentuan Ketentuan Pokok ma ini, karena da!am perundang-undangan yang ada, tidak
Kesejahteraan Sosial, Undang Undang Nomer 4 Tahun 1879 .
tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984
Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Nomor Penghapusaﬁ

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (Convention Or

ftlf secara tegas tentang tata cara dan prosedur pencegahan dan

'rena itu dengan penyusunan Peraturan Daerah Provins Maluku
ntang penyelenggaraan perfindungan perempuan dan atau anak

The Elimination Of All Forms of Discrimination Againts Women
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1982 Tentang Hak Asas
Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Periindungan Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

orban kekerasan diharapkan akan semnakin memperkecil intensitas

ekerasan terhadap perempuan dan atau anak di Propms; Maluku.
dungan perempuan dan atau “a@riak korban Kékerasan

. id¢ arkan pada azas dan prinsip- prmsap Hak Asasi Manusia
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangggi

Peraturan  Pemerintah Nomdr_ 4 Tahun 2006 Tentang
Penyelenggaraan dan Kérjasakha Pemuiihén Korban Kekerasan
Daiam Rumah, Keputusan Presiden Nomor 1_3'6"Tahuh-1-990 Téntang
'Pé'ng'ésahan' Konvensi Hak Anak; "Keputusan Presiden Ndmor 88
Tahun 2002 Tentang Rencana Akss Nasmnai (RAN) Penghapusan
Traﬁkmg Perempuan dan Anak serta berbagal peraturan pemndang
undangan Iamnya

nurut Deklara31 Umurn Hak Asasi Manu31a Undang Undag Dasar
5945'yang teiah d;smplementaS|kan kedatam peraturan perundanng-
an di tndoneSEa yaitu penghormatan ‘hak asasi manusia,
iskhmmam kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan
anak hak untuk  hidup, kelangsungan hidup dan

mbangannya penghargaan tarhadap pendapat perempuan

atau anak, keadiian dan kesetaraan gender dan periindungan
',n' Dengan prrnSip dan asas tersebut diharapkan perlindungan

: y : iuan dan atau anak korban kekerasan merupakan salah
Walaupun kebijakan pemerintah dibidang perundang-undangar

; a Lmtuk menegakan hak asasi manusia.
telah dengan tegas merumuskan upaya-upaya bagt pedindungan

g n demikian materi Peraturan Daerah ini selain mengatur hal-

-anak dan atau perempuan, termasuk upaya untuk melindungi anaf pdkok yang menyangkut hak.dan kewajiban perempuan dan

dan atau perempunan  korban kekerasan, namun daiam atat a'nak juga secara spesifik diatur tentang tanggung jawab

kenyataannya intensitas kekerasan hagi anak dan atau perempu '

ncegahan dan periindungan perempuan dan atau anak korban

di Propinsi Maluku cendrung memngkat dari waktu ke waktu tanpa kekérasan, prosedur dan tata cara pencegahan dan perlindungan,

diikuti oieh upaya-upaya pencegehan dan perimdungannya
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pendanaan, sanksi adminsitratif yang disesuaikan
karakteristik Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan, serta

sanksi pidana dan prinsip-prinsip penyelenggaran desentralisasi dan
otonomi daerah. '

Pasal

Pasal 2

PASAL DENI PASAL

1
Cukup Jelas

Yang dimaksudkan dengan penghormatan hak asasi
manusia adalah pengargaan dan perlakuan yang tertadap
perenmpuan dan ateu anak sesuai hak-hak vang
dimilikinya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Yang dimaksud dengan non-diskriminasi adalah segala

tindakan dan perbuatan vang dilakukan dengan fidak
‘membedah-bedahkan  berdasarkan  latar belakang
ekonomi, sosial, budaya, politik, {enis kelamin, umur,
agama, ras dan lain-lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang terbaik bagi
perempuan dan atau anak adalah semua tindakan yang
menyangkut perempuan dan atau anak yang dilakukan
oleh pemerintah, masyarakat, badan legisiatif dan badan
yudikalif, dimana kepentingan vyang terbaik bagi

perempuan dan atau anak harus menjadi pertimbangan

. utama,

dengan
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yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan

hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling

mandasar bagi perempuan dan atau anak yang dilindungi

oleh negarg, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang

il(j:f‘qg dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat
perempuan dan atau anak adalah penghormatan tart_wa.\dap-
hak-hak perempuan dan atau anak untuk berpartlsmas:j
dan menyatakan pendapatnya dalam  mengambil
keputusan terutama jika menyangiut nal-hal  yang

uhi kehidupannya.

:Z:r;ngi:;sud dengan keaditan dan kesetaraan gender
adalah penghormatan terhadap kedudukan perempuan
termasuk anak perempuan yang sama dan getara dengan
masyarakat lainnya secara adil, tanpa membedankannya
secara diskrimintif dalam semua aspek kehidupan.

Yang dimaksud dengan perindungan korban 'adalah‘
tindakan yang dilekukan untik mencegah dan me?mdungz
perempuan dan atau anak yang memperoleh tindakan

kekerasan baik secara fisik maupun physikis.

Pasal 3

Cukup Jelas

Cw-Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal &

Cukup jelas
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adalah merupakan perpanjangan tangan dari

pasal ini adaiah perundang-undangan nasional yang leb fanupelenifon
Pacal Tt‘nggl, hukum adat, hukum Islam dan fain-lain sebagain;,_ Ayat (1)
Cukup jelas | Unsur pemerintah daerah Propinsi sebagaimana
Pasal 8 dimaksud dalam pasal ini terdiri dari unsur dinas
Ayat (1) sosial, Rumah sakit yang ditunjuk oleh Gubernur
Cukup Jolas Maluku, Badan Pemberdayaan Provinsi Maluku,
Ayat (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Cukup jelas Maluku, Dinas Koperasi Provinsi Maluky, Dinas
Ayat (3) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan
Kewenangan pembentuiar Biro Kesejahteraan Setda Maluku.

Ayat (2) 7
Unsur pemerintah  daerah Kabupaten/Kota
disesuaikan dengan tingkat Provinsi.

Bupati i .
otopahmakkom sestai urusan desentralisasi dag : Ayat (3)
nomi  daerah - :
Kabupaten/Kot yons  diserahian Untuk kecamatan, Desa dan Kelurahan ditetapkan
a.
Ayat (4) dengan Peraturan Bupati/\Walikota sesuval kondisi
Cukup jelas dan kebutuhan daerah masing-masing.
Ayat (5) “Pasal 10
Ke : Cukup Jelas
; v:enangan pembentukan Lembaga " Pasal 11
er '
indungan Perempuan dan Anak tingkat Ayat (1)

K
ecamatan, Desa atay yang disebut dengan nama

Bin  dan  kelurahan Hubungan fungsional dan bukan hubungan

struktural dalam ayat ini menggambarkan tidak
ada hubungan secara organisators dalam bidang

diserahkan ke
| . pada
BupatiWalikota karena Kecamatan/Desa atau

yang dissbuyt dengan nama lain sertg kelurahan




gan dalar;%_
Kaitannya dengan fungsi yang dilaksanakan,
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pemerintahan, tetapi terdapat hubun

Pasal 12 s/d Pasal 33
Cukup jelas

TAVBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR




